BUPATI BANGKA TENGAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

a. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab

lembaga perwakilan rakyat Daerah dalam
mengembangkan  kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan Daerah dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan
mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, serta
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD,
sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan, Pimpinan
dan Anggota DPRD telah diberikan tunjangan dan
kesejahteraan yang memadai, berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah;



Mengingat

—

bahwa dengan beralihnya status dan fungsi penggunaan
Barang Milik Daerah (BMD) berupa perumahan DPRD
dari Pengguna Barang Sekretariat DPRD ke Pengguna
Barang Sekretariat Daerah untuk difungsikan sebagai
bangunan kantor dalam mendukung tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait, dipandang perlu memberikan
tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Bangka Tengah;

bahwa sehubungan dengan diberikannya tunjangan
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2017 Nomor 246);

14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 878);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 671),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 878), diubah
sebagai berikut:



Ketentuan ayat (2) Pasal 16 dihapus, ayat (3) Pasal 16
diubah, dan Pasal 16 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4),
dan ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dalam hal Pemerintah  Daerah  belum  dapat
menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12
ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan
Tunjangan Perumahan.

(2) Dihapus.

(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021
berdasarkan hasil appraisal harga sewa rumah standar
setempat yang berlaku dari konsultan penilai publik
yang independen.

(4) Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua DPRD : Rp15.200.000,00 (lima belas
juta dua ratus ribu rupiah)
setiap bulan;

b. Wakil Ketua DPRD : Rp13.400.000,00 (tiga belas
juta empat ratus ribu rupiah)
setiap bulan; dan

c. Anggota DPRD : Rp12.100.000,00 (dua belas
juta seratus ribu rupiah)
setiap bulan.

(5) Besaran tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum termasuk pajak sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021
BUPATI BANGKA TENGAH,
Cap/dto
YULIYANTO SATIN
Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto
SUGIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 981

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006



